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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Proses demokratisasi di Indonesia pasca orde baru telah menghasilkan

desain sistem politik yang sangat berbeda secara signifikan dengan desain yang

dianut selama masa orde baru, Réfe pfosedural dan kelembagaan yang walau
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Di era reformasi dan otone arang ini telah berjalan di Negara
kita ini, diharapkan mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi
masyarakat di berbagai sektor kehidupan. Dengan adanya ekonomi dan
desentralisasi kekuasaan dari pusat kepada daerah untuk mengelola maupun

mengatur pemerintahan di daerahnya masing-masing, masyarakat setempat juga di

harapkan dapat berperan aktif dalam pengelolaan daerahnya itu sendiri. Peran



serta masyarakat setempat sangat berpengaruh sekali terhadap laju perkembangan
daerah dan juga jalannya pemerintahan di tersebut.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan wahana untuk
melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila, yang secara artificial dalam era

reformasi ini telah mengalami pergeseran, baik dalam peran maupun fungsi

f pun diperankan oleh eksekutif.

eksekutif cukup dominan bahkan fun

menduduki

daerah sampai sekarang ini adalah peran serta atau partisipasi masyarakat secara

aktif dan nyata dalam menentukan kebijakan yang menyangkut hajat hidup
masyarakat itu sendiri. Namun partisipasi itu sendiri sering tidak mendapatkan
makna dan arti sebenarnya.

Keberadaan lembaga perwakilan rakyat mengandung maksud bahwa

rakyat diharapkan ikut berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah



melalui para wakilnya yang berada di DPRD, kedalam berperannya anggota
DPRD untuk menyalurkan aspirasi masyarakat pada hakikat berkenan dengan
masalah hubungan antara badan tersebut dengan anggota masyarakat yang
diwakili mereka secara individu, berdasarkan kelompok maupun secara

keseluruhan, sehingga setiap wakil-wakil haruslah melihat dirinya sebagai

mewakili warga negara yang beradé.ti,_dalam batas ruang lingkup perwakilan
secara keseluruhan. r'/ gif«an serta keberadaan lembaga
perwakilan rakyz n/-";ﬂ\‘a MUH;‘% ;ﬁy\’m hatikan kepentingan
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pembahasan

legislatif di era otonomi daerah ini ditandai dengan penegasan akan peran tugas
dan wewenang DPRD, yakni selain menyerap dan menyalurkan aspirasi
masyarakat menjadi sebuah kebijakan pemerintah daerah juga melakukan fungsi
pengawasan. Kalau ada sebuah jabatan yang sangat empuk, terhormat dan
menguntungkan pada masa otonomi daerah sekarang ini, maka Anggota Dewan

adalah jawabannya. Keistimewaan jabatan ini ternyata bukan hanya dialami oleh



Anggota DPR Pusat, tetapi juga dialami oleh Anggota DPRD Provinsi maupun
anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dana Aspirasi merupakan hasil dari kebijakan anggota DPR. Dana aspirasi
adalah dana yang diberikan oleh dewan secara langsung, padahal dana aspirasi

merupakan aspirasi masyarakat melalui anggota dewan yang diteruskan kepada
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K mengajukan dana aspirasi tetap
dirancang baik melalui usulan ataupun undang-undang. Pada tahun 2014, melalui
UU MD3, DPR memiliki Kewenangan untuk mengambil dana aspirasi
masyarakat dan memperjuangkan kepentingan dapil. Selanjutnya wacana
mengenai dana aspirasi semakin meruncing pada tahun 2015. Sebanyak Rp.20

milyar untuk tiap anggota dewan akan menjadi pagu untuk merealisasikan usulan



program pembangunan daerah pemilihan (UP2DP). Estimasi total dana aspirasi

yang dituntut para anggota dewan itu mencapai Rp.11,2 Triliun dan tengan

diupayakan masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN).
Adapun alasan diusulkan Dana Aspirasi DPRD ini adalah mendorong

pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pembangunan dan percepatan turunnya
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pembangunan antara provinsi dan kabupaten sudah sejalan, terintegrasi, atau
sudah sinkron apa belum, terutama kebijakan makro ekonomi yang hingga saat ini
belum terpecahkan dan sinkron tadi. Yang mana kinerja anggota DPRD Bone
itulah yang harus ditunjukkan kepada rakyat yang memilihnya guna bersama-

bersama pemerintah daerah menyikapi masalah yang belum tuntas di mata



masyarakat. Kalau bicara perjuangkan aspirasi secara menyeluruh untuk
kepentingan bangsa dan negara secara baik

Berdasarkan uraian diatas maka judul yang penulis angkat yaitu
"Akuntabilitas Pemanfaatan Dana Aspirasi di Kecamatan Lappariaja

Kabupaten Bone”.

B. Rumusan Masalah

o _ T .
dsalat iﬁ*& alitian ini adalah

. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi akuntabilitas
pemanfaatan dana aspirasi di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone.
D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis



a. Diharapkan dari penelitian ini dapat memperdalam pengetahuan dan
wawasan penulis mengenai permasalahan akuntabilitas pemanfaatan dana
aspirasi di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone.

b. Memberikan kontribusi pemikiran bagi pembuat kebijakan dan pelaksana
kebijakan sehingga dapat mengurangi hambatan-hambatan maupun

penyimpangan dalam pemanfégtan dana aspirasi di Kecamatan Lappariaja

Kabupaten Bone.
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TINJUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Konsep dan Teori
1. Pengertian Akuntabilitas

Pada awalnya, akuntabilitas ,dipahami dalam makna finansial, yaitu

pertanggung jawaban tentang '..-u/\.:. bukuan keuangan dan bagaimana

uang dibelanjakan. Lg s iw iJ‘ H kan kerangka kerja untuk

memlnta ‘ﬁP‘KﬂSSquﬂ}r\ masuk politik dan

ij ..? ggung jawab
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mandat
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organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban.Muhammad (2007).

Tujuan pokok akuntabilitas pada hakikatnya adalah menciptakan suatu
kondisi dimana keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah dan legislatif

sesuai dengan aspirasi masyarakat (Salam & Noor dalam Haris, 2002).



Menurut Behn (2001:4), Akuntabilitas adalah derajat sejauhmana
pemerintah menjelaskan (to explain), menjawab (to answer) dan menjastifikasi (to
justifi) tindakan-tindakan spesifik (atau tidak bertindak) atau apa yang telah
mereka kerjakan atau gagal mereka kerjakan termaksud kesediaan untuk mereka
menerima konsekuensinya baik atau jelek.

Akuntabilitas adalah ukuran#/ang menunjukan apakah aktivitas birokrasi
publik atau pelayanan ye f/ \ perintah sudah sesuai dengan
pelayanan publik

i

kewajiban

menyajikan,
yang menjadi
emiliki hak dan
kewenangan untuk memintap

Kemudian menurut Romzek dan Dubnick (Dalam Philipus,2015)
akuntabilitas pada dasarnya dimaknakan sebagai upaya individu atau organisasi

untuk mempertanggung-jawabkan kinerja yang diharapkan oleh pihak lain.
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Menurut Logos (2003) transparansi dan akuntabilitas merupakan konsep
yang berkaitan erat satu dengan yang lain,karena tanpa transparansi tidak mungkin
ada akuntabilitas.

Menurut Surjadi (2012 :66) akuntabilitas kinerja pelayanan publik dapat
dilihat berdasarkan proses Yang antara lain meliputi:

1. Tingkat Kketelitian, (akurasi) p
prasarana, kejelasan .-/ asan kebijakan atau peraturan
/ MUK N

pold r,\...-

Q’T‘b®pFKA$‘ 4 Md,\ standar atau

ionalis petugas, kelengkapan sarana dan

percayakan keps ’PR&L ._:. }HKA AH e

maksimal dan mampu memb off pelayanan yang mereka terima.

Kemudian akuntabilitas dalam pelayanan publik adalah suatu ukuran
menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan
ukuran nilai-nilai atau moral eksternal yang ada dalam masyarakat atau dimiliki
oleh parah stakeholders. Nilai dan norma pelayanan yang berkembang dalam

masyarakat tersebut, diantaranya meliputi transparansi, prinsip keadilan, jaminan
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penegak hukum, hak asasi manusia, dan orientasi pelayanan yang dikembangkan
terhadap masyarakat pengguna jasa. Berdasarkan teori tersebut, penulis kembali
memberikan gambaran bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari
pejabat publik dalam melaksanakan tugas kinerjanya sebagai pelayanan publik
untuk mencapai misinya, bagaimana seorang pejabat public melaksanakan

tugasnya dengan baik dan ma he

pengguna jasa, Sse

ikan kepuasan pada masyarakat sebagai

elah melaksanakan tanggung

penjual. Pendapat Salne

mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan kepuasan komsumen. la
mengungkapkan bahwa bagi para manajer kafetaria dan restoran di Jerman,
kepercayaan terhadap para pemaksonya akan muncul setelah parah manajer

kafetaria dan restoran tersebut merasa puas terlebih dahulu.Dwiyanto (2012 : 47).
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Informasi mengenai kinerja tentu sangat berguna untuk menilai seberapa
jauh pelayanan yang diberikan oleh organisasi itu memenuhi harapan dan
memuaskan pengguna jasa (masyarakat). Maka, peneliti mengaitkan pandangan
pelayanan yang diberikan oleh organisasi itu memenuhi harapan dan memuaskan
masyarakat sebagai Web untuk membuat penelitian ini lebih terarah. Kearns
mengatakan bahwa akuntabilitas mefiha
publik. Publik tidak hanya / wna pemerintah telah melakukan
apa yang dijanjika / \ dilakukan, tetapi

O=Ntu )
‘.,} 2 administrator

an upaya untuk menjaga kepercayaan

efisien, tetapi juga
mengukur ‘e mumnya dipahami
sebagai rasio antara input atau output, kemudian general accounting office
(GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas
dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang
diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

Sedangkan yang dimaksud produktivitas menurut Pasolong (2012:

203) adalah suatu sikap mental yang selalu berusaha dan mempunyai
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pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin
dan hari esok lebih baik dari hari ini.

b. Kualitas pelayanan, yaitu cenderung menjadi semakin penting dalam
menjelaskan kinerja organisasi publik. Dalam penjelasan ini dikatakan bahwa
banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi public muncul

karena ketidakpuasan masyarakat-terhadap kualitas pelayanan yang diterima

dari organisasi publi
/ ‘F‘E- ML! H_J_% as.dapat digunakan untuk

-.‘4. ‘“p}‘( A S S o adap persyaratan
\dl'lhf -

,‘_ 4'! C [\ : ‘ a. jika
"'\

i“"

G
'~\'?J°$ £ hwa kepuasan
masyarake p{,ﬂ' ganis J karena adanya

\ -&FAKAAN
hubungan kepercayaa wr-rl"""-r---r- elaskan bahwa semakin baik
kepemerintahan dan kualitas pelayanan yang diberikan maka akan semakin
tinggi kepercayaan masyarakat.
c. Responsivitas, yaitu kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan

masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan

program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi
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masyarakat. Responsivitasi dimaksudkan sebagai salah satu indikator karena
responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan birokrasi publik
dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat. Responsivitasi yang rendah ditunjukkan dengan Kketidak
keselarasan antara pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas
menunjukan kegagalan organi€ dalam mewujudkan misi dan tujuan
birokrasi publik. Org r/ \. ponsivitas yang rendah dengan
( 15 MUK \
)
Qﬁ

inerja yang buruk ini

herakibat makin

transparansi dipahami bahwa organisasi pemerintah bisa
mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dengan member informasi
yang relevan atau laporan terbuka terhadap pihak luar atau organisasi mandiri

(legislator, audiator, publik) dan dipublikasikan, bila ternyata pemerintah lalai
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terhadap kewajibannya, orang bias menuntut tanggung jawab terhadap akibat
yang harus diderita.

Menurut Hulme dan Turney (Dalam Satriani,2014) mengemukakan bahwa
akuntabilitas merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa

instrumen untuk mengukurnya,yaitu adanya indikator seperti:

1. Keterbukaan

2. Tanggung Jawab

dan hasilnya

hasil yang an Cara-peicapa

5. Bila menteri dan pemimpin politik berkomitmen tidak hanya menghargai
mekanisme dan prosedur akuntabilitas ini,namun juga menahan diri untuk
tidak menggunakan posisi otoritasnya untuk mempengaruhi fungsi normal

administrasi.
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Akuntabilitas dibedakan menjadi beberapa tipe, diantaranya menurut
Rosjidi (Dalam Abidin,2003) jenis akuntabilitas dikategorikan menjadi dua tipe
yaitu:

1. Akuntabilitas Internal

Berlaku bagi setiap fingkatan organisasi internal penyelenggara

pemerintah negara termasu a setiap pejabat atau pengurus
publik balk individu ras hierarki berkewajiban untuk

[Jatll

mempertanggungja / ot MUH \
p g fﬁ" AS ‘;1

= \\\d‘hhf

;.i' 'vq l"‘! w’
.J"

angenai perkembangan

'14) -"‘T dipandang perlu.

Kinerja kegia

yaitu:

1. Akuntabil ndaran penyalahgunaan jabatan
, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan
terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan
sumber dana publik.

2. Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan

dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem
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informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi.
Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik
yang cepat, responsif, dan murah biaya.

3. Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang

ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan

alternatif program yang me hasil yang optimal dengan biaya yang
minimal.

. Akuntabili

S 1- "‘\S MUH@“ \daUngjawaban  pembina,
".D ”?,KAS Q_qzdf j p

_go W
\\uﬂi’iﬁr{”
W‘Eﬂ"“ : I @as dalam

S

al integritas
perundang-

mencakup

s pada efektivitas,
tidak sekedar kepatuhan terhadap prosedur. Bukan hanya output, tapi sampai
outcome. Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap
masyarakat. Outcome lebih tinggi nilainya daripada output, karena output
hanya mengukur dari hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap

masyarakat, sedangkan outcome mengukur output dan dampak yang
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dihasilkan. Pengukuran outcome memiliki dua peran yaitu restopektif dan
prospektif. Peran restopektif terkait dengan penilaian kinerja masa lalu,
sedangkan peran prospektif terkait dengan perencanaan kinerja di masa yang
akan datang.3.

3. Akuntabilitas Prosedural adalah akuntabilitas yang memfokuskan kepada

05|al Diperlukan etika dan moral
aw, kondisi sosial masyarakat.

informasi mengenai tlngkat kesEjo

yang tinggi

1. Aspirasi rakyat memang selalu ada karena rakyat selalu ingin diperhatikan

dan dibantu untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Aspirasi rakyat inilah
yang menimbulkan inspirasi bagi wakil rakyat dalam upaya mencari cara

untuk meningkatkan kesejahteraan konstituennya. Dana yang diusulkan
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dapat disebut dana aspirasi karena digunakan untuk mewujudkan aspirasi
rakyat. Inilah alasan para wakil rakyat ketika mengusulkan dana tersebut.

2. Wakil rakyat memang sudah mendapat inspirasi untuk memecahkan masalah
yang dihadapi konstituemiya. Sejalan dengan politik pencitraan maka
aspirasi rakyat adalah yang paling kuat untuk menjadi alasan usulan
tersebut. Dana yang d|
untuk mewuju memecahkan persoalan

?\%A 1... 4’ d| kalangan
i_baru di
ﬂlh

sl l ""L LIK G 0 [0S ak 0|9h
) :

*&;s- .

)dans Aatie masys mesing dapil.

dlsebut dana inspirasi karena digunakan

. ff
.fﬂr‘hfu-

-—
1%
D
o
S
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5
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>
e
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>
«Q
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lembaga legislatif tidak diatur—datam--nda untuk menggunakan
Anggaran. Kembali Dana aspirasi melanggar Undang-Undang ini. Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai asas dana perimbangan yang mencakup
desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dana aspirasi menafikan prinsip desentralisasi karena alokasi anggaran

dibuat oleh DPR yang ada di pusat. Hal ini melanggar prinsip otonomi daerah di
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mana Pemerintah Daerah dan DPRD-lah yang menyusun anggaran untuk
daerahnya (APBD). Selain telah melanggar hukum, Dana aspirasi juga disinyalir
tidak dapat mencapai motif awalnya yaitu pemerataan pembangunan dan

pertumbuhan daerah.Karena Dana aspirasi diberikan berdasarkan jumlah wakil

rakyat per Dapil. Dapil di Sulawesi lebih banyak dari pada Dapil di kabupaten

berpotensi inele
konstitusi  yang : dak =mempunya dan tugas untuk
mengalokasikan dana ke daerah. Selain itu, bentuk alokasi dana itu juga dinilai
janggal. Bahkan cenderung merusak sistem administrasi keuangan negara. DPR
sebaiknya tidak perlu untuk melanjutkan usulan dana aspirasi tersebut.Benhan

(2010)
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3. Peran dan Fungsi DPRD

Dewan Perwakilan Daerah DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, sebagai unsur penyelenggara
pemerintah daerah. DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar

dan menjadi mitra pemerintah daerah. Onesimus (2011:190)

Menurut Onesimus (2011 wr memiliki tri fungsi atau tiga

ddddd

dan tugas pe asnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan-Republik-tndonesia . Sedangkan dalam
penyelenggaraan pemerintahan di  daerah, dilaksanakan dengan asas
Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada
daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu juga melaksanakan

Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah
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kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan / atau kepada instansi vertikal,
dan serta melaksanakan Tugas Pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintahan
kepada daerah dan/atau desa dari pemerintahan propinsi kepada kabupaten/kota
kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Tampubolon (2012)

Dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, diperlukan perangkat-

perangkat dan lembaga-lembaga un nggarakan jalannya pemerintahan
di daerah sehari-hari. Se --/ Usat_negara, perangkat-perangkat

/ pﬁv MUH ', s«dari sistem yang ada di

dan lembaga-lembat ~da
v “ mK \.
e
il \\d 'ﬁﬂ'

" o ‘T.%i} .‘gﬁﬁd N-.b

urusan

b. Policy Making yaitu merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan
program-program pembangunan di daerahnya;

c. Budgeting yaitu perencanaan anggaran daerah (APBD) Dalam perannya
sebagai badan perwakilan, DPRD menempatkan diri selaku kekuasaan

penyeimbang (balanced power) yang mengimbangi dan melakukan kontrol
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efektif terhadap Kepala Daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah. Peran

ini diwujudkan dalam fungsi-fungsi berikut:

a.

Representation yaitu Mengartikulasikan keprihatinan, tuntutan, harapan
dan melindungi kepentingan rakyat ketika kebijakan dibuat, sehingga

DPRD senantiasa berbicara "atas nama rakyat".

Advokasi  yaitu  Anggregasi splra5| yang komprehensif dan

ompleks dan sering alot, serta

DPRD dapat memanggil dan meminta keterangan, melakukan angket dan

interpelasi, bahkan pada akhirnya dapat meminta pertanggung jawaban
Kepala Daerah. Lebih khusus berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku (Undang-Undang Susduk dan Undang-Undang
Pemerintahan Daerah), implementasi kedua peran DPRD tersebut lebih

disederhanakan perwujudannya ke dalam tiga fungsi, yaitu :
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1) Fungsi legislasi
2) Fungsi anggaran
3) Fungsi pengawasan
Menurut Tampubolon (2012) pelaksanaan ketiga fungsi tersebut secara

ideal diharapkan dapat melahirkan output, sebagai berikut:

terdapat

‘ah dengan

modal dasar yang cukup-besai-da yaitl tugas dan wewenang, alat-alat
kelengkapan DPRD, Hak-hak DPRD/anggota, dan anggaran DPRD yang
mandiri.
Dalam pemerintahan yang demokratis, adalah warga negara yang memberi
mandat kepada pemerintah untuk bertindak atas nama mereka. Pemerintah, pada

gilirannya ber-akuntabel kepada warga negara. Namun mengingat kenyataan
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bahwa warga negara adalah bukan suatu organisasi, sehingga jelaslah bahwa ada
masalah disini dalam mengorganisasikan akuntabilitas. Memang diakui bahwa
melalui pemilihan langsung, dialog, transparansi, partisipasi dan instrumen
lainnya, akuntabilitas bisa dijalankan. Namun hal ini belumlah cukup. Oleh karena

itu, DPRD haruslah yang bertindak atas nama warga negara sebagai principal atas

agennya (Legislatif). Namun demiKigh, kehadiran DPRD tidak berarti bahwa

akuntabilitas publik menjad \. gara tidak hanya berhubungan

dengan DPRD sghb 4: LE‘ MUHQ il\ iliki hak untuk menuntut

i / 19{" vdfm\ dang Nomor 22
’P %,

merealisasikan ituennya di daerah pemilihan
masing-masing. Namun,dana tersebut tidak dalam bentuk tunai untuk dibawa
langsung anggota dewan,melainkan melalui program yang bisa diusulkan di setiap
sidang paripurna. “Dana aspirasi ini penting karena kita selaku wakil rakyat sudah

disumpah sejak awal agar memperjuangkan konstituen”.



26

Dana aspirasi merupakan tindak lanjut dari undang-undang (uu) tentang
MPR,DPR,DPD,dan DPRD dan tata tertib DPR. Disebutkan bahwa sebagai
anggota DPR setiap legislator punya konstituen yang aspirasinya harus
diperjuangkan. DPR membuat instrumen bagaimana agar setiap anggota DPR

memiliki ruang dan akses yang sama dalam memperjuangkan aspirasi yang

diserapnya dari daerah peml | sebenarnya sudah diawali DPR
I,

"?.
V.

p——

merupakan suatu konsep yang-keimpieks-dan-memiliki beberapa instrumen untuk

mengukurnya, yaitu adanya indikator seperti : (1) Keterbukaan; (2) Tanggung
Jawab; (3) pemanfaatan sumber daya secara optimal; dan (4) upaya peningkatan
efisiensi dan efektifitas.

Jadi menurut Hulme dan Mark Turney, akuntabilitas terkait dengan

beberapa pertanyaan berikut ini:
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1) Apakah para elit yang berkuasa memiliki keterbukaan yang memadai?

2) Apakah elit yang berkuasa memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap
masyarakat serta aparat yang terkait?

3) Apakah sumber daya yang ada telah dimanfaatkan secara optimal?

4) Apakah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan sudah

L.- \\hh.!!h;jj;
\‘} r"""'*-r*'f:a.:l'f

Terwujudnya
Akuntabilitas
Dana Aspirasi
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C. Fokus Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir diatas maka fokus penelitian ini membahas
mengenai bagaimana akuntabilitas pemanfaatan dana aspirasi Yaitu keterbukaan,
tanggung Jawab, pemanfaatan sumber daya yang memadai, peningkatan efesiensi

dan efektifitas.dan faktor-faktor yang mempengaruhi akntabilitas pemandaatan

dana aspirasi di Kecamatan Lappariaja.
D. Deskripsi Fokus -/
1. Keterbukaap=h di[‘\ﬁ MUHA‘ i=menyampaikan semua
& W . ﬂi . Q
$~ o= \\\\d Jrf!}/ o
- b N o
wh . A

abupaten Bone.

ebelumnya dalam pengelolaan

dana aspirasi.

5. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi adalah segala sesuatu yang dapat

menghambat dan mendorong proses kegiatan dana aspirasi.



BAB 111

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan 2 bulan di Kecamatan Lappariaja Kabupaten

Bone, mulai bulan november 2015 sampai dengan bulan januari 2016 dimana

Alasan memilih loka --@ kesesuaian topik dengan
S MUKN
P c\ mﬂp‘ 4 :

&
4,, w&«

gejala yang & RGE 0. A0k da saat penelitian
dilakukan. let w Penelitian kualitatif
mengacu kepada berbagai cara pengumpulan data yang berbeda, yang meliputi
penelitian lapangan, observasi partisipan, dan wawancara mendalam.

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat penjelasan secara
sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta. Namun demikian, dalam
perkembangannya selain menjelaskan tentang situasi atau kejadian yang sudah

berlangsung sebuah penelitian deskriptif juga dirancang untuk membuat

29
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komparasi maupun untuk mengetahui hubungan atas satu variabel kepada variabel
lain. Penulis menggunakan penelitian deskriptif analisis, dimana penelitian ini
berusaha untuk menggambarkan secara faktual mengenai pengelolaan dana
aspirasi di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone.

C. Sumber Data

Pada penelitian ini penulis metidaunakan data yang menurut penulis sesuai

Dalam penelitian peneliti juga melakukan telaah pustaka, dimana peneliti
mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku, jurnal, koran
mengenai pengelolaan dana aspirasi di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone

serta sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.
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D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan
informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.Informan
merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini terdapat 8 informan yaitu:

TABEL 1

Jabatan/Staf

No

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 teknik pengumpulan data,

yaitu :
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1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan
sesuatu kepada seseorang responden, caranya adalah dengan bercakap-cakap
secara tatap muka.
2. Observasi

Disamping wawancara, ini juga melakukan metode
observasi.observasi adalak / icatatan secara sistimatik terhadap
unsur-unsur yangets \:"p- et MUH:Q

Qf""‘\P\KASS‘q

\\\d‘hl.f/

.a. ;1‘}'\,,1-1_[ Ve *?:",d.r

Yo7

Pertama, Pada tahap ini dilakukan proses penyeleksian, pemfokusan,

penyederhanaan pengabstraksian data dari field note dan transkrip hasil
wawancara. Proses ini berlangsung sepanjang penelitian dilakukan dengan
membuat singkatan, kategorisasi, memusatkan tema, menentukan batas-batas

permasalahan dan menulis memo. Proses reduksi ini berlangsung terus sampai
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laporan akhir penelitian selesai ditulis. Reduksi data merupakan bentuk analisis
yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak
penting dan mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat
dilakukan.

Pada tahap ini, setelah mendapatkan data dari hasil wawancara dan

pengamatan lainnya, penulin transfer data kedalam sebuah
tulisan yang lebih terat i ga=lpaya meminimalisasi reduksi

or

/QE“-»S MUH ;b\ penulis  melakukan
\‘\WKA-.. e 4&;

1 Yo
ww

T

0

data karena

dilakukan untuk

a kategorisasi.

1 banyak membantu.
Sajian data dapat meliputi deskripsi, matriks, gambar/sketsa dan tabel.
Kesemuanya itu dirancang guna merakit secara teratur supaya mudah dilihat dan
dimengerti dalam bentuk yang baik.

Ketiga, dari awal pengumpulan data, peneliti sudah harus memahami apa
arti dari berbagai hal yang ditemui dengan mulai melakukan pencatatan pola-pola,

pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi, alur sebab-akibat dan berbagai
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proposisi. Hal itu akan diverifikasi dengan temuan-temuan data selanjutnya dan
akhirnya sampai pada penarikan kesimpulan akhir.
G. Pengabsahan Data

Kridibilitas data sangat mendukung hasil penelitian,oleh karena itu

diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data.keabsahan data dalam

penelitian ini menggunakan teknik triadgulasi. Triangulasi bermakna silang yakni

mengadakan pengecekan.akai alomakan dikumpulkan dari sumber

A :1 Qﬁ\\ !;, el
8 &
&
‘fé n dengan cara

ang berbeda.

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan
dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat nara sumber masih
segar,belum banyak masalah, akan memberikan daya yang lebih valid

sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas
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datadapat dilakukan dengan cara melekukan pengecekan dengan wawancara

atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.




BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian
1. Profil Kabupaten Bone

a. Letak da Keadaan Geografi

Kabupaten Bone terletak di kékispulau sulawesi yang membujur ke Teluk

Bone. Secara astronomis ;/ plkota di Watampone ini, Terletak

April-Septembe D angiii yailg-tiempawa hujan, dengan curah hujan
sekitar 1.000-1.500 milimeter per tahun. Angin barat yang menyebabkan
terjadinya musim kemarau bertiup pada bulan Oktober sampai Maret.
c. Wilayah Administratif
Sebagai daerah otonom tingkat Il, Kabupaten Bone dipimpin oleh seorang

bupati yang dibantu oleh seorang wakil Bupati. Bupati Bone dalam mengemban

36
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tugas, pemerintahan dan pembangunan dibantu oleh perangkat Daerah dan
lembaga teknis yang meliputi bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya.
Beberapa lembaga/instansi yang ada di Kabupaten Bone adalah Dinas
Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata, Bappeda, Badan

Pemberdayaan Masyarakat, Badan Sosial dan Linmas, dan lain-lain.

Secara administratif pemerin q wilayah Kabupaten Bone adalah

upaten ini terdiri dari 27

sekitar 4.559 kilometer pefse

..ill'h

=
N,

_\1@

yang terdiri dari 341. Jiwa perempuan. Dengan
wilayah seluas 4.559 kilometer persegi maka tingkat kepadatan penduduknya
adalah sebesar 157 jiwa per kilometer persegi. Jumlah penduduk terbanyak

terdapat di Kecamatan Tanete riattang yaitu sebesar 48.486 jiwa, sedangkan

jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Tonra yaitu sebesar
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12.818 jiwa. Persebaran penduduk di Kabupaten Bone cuckup merata di setiap
kecamatan.
e. Pendidikan
Prasarana pendidikan di Kabupaten Bone meliputi Sekolah Dasar, Sekolah
Lanjutan Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), dan Sekolah

Menengah Kejuruan (SMK). Men PS Provinsi tahun 2010 jumlah
gahsjumlah murid sebnayak 92.532

U'pada pertanian dan perdagangan

antar pulau.
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1. Profil Kecamatan Lappariaja

Kecamatan Lappariaja merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten
Bone yang sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Lamuru ,sebelah utara
berbatasan dengan kecamatan bengo, timur berbatasan dengan Kecamatan
Libureng, dan selatan juga berbatasan dengan Kecamatan Libureng pula.

Kecamatan Lappariaja berjarak sekitédiz56 km dari kota Watampone,yang meliputi

dengan garis

Sepanjang tahun 2014, kelembaban udara berkisar antara 77-86 persen dengan

suhu udara 24,4°C-27,6°C.



2. Kependudukan
Indikator Kependudukan Kecamatan Lappariaja

Tabel 2

40

Rincian 2013 2014

Jumlah Penduduk (Jiwa) 23.547 23.642

i /: -
r . il \
N O\
q L)

\

M Y| 7
era AN |11/777/8E

M e ﬁ.'gﬂm Wi . d;.,:"_.;l"‘..f

!.-; 1,.‘"‘!“ L L S

SD/MI 23
SMP/MTS 8
SMA/MA 2

TOTAL 50




4. Kepemerintahan

Struktur Organisasi Desa Kecamatan Lappariaja

Tabel 4
Kode Desa/Kelurahan Dusun | RT
001 Mattampa Walie 4 17
002 Lili Riattané 3 13

m\ fr.. L 7
N ‘h‘-.:uu .-.\ IYU?

2 | Jagung 2681
3 | Kacang Kedelai 2568
4 | Padi Ladang 635
5 | Kacang Tanah 1195
6 | Kacang Hijau 356

41
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7 | Ubi Jalar 284

8 | Ubi Kayu 337

Luas Tanah Kering Menurut Penggunaanya Dirinci Per Desa di Kecamatan
Lappariaja (ha)

Tabel 6

Lahan Bukan
Pertanian

'q‘\mum.«' '@

'f-"i. F-VJ

B. Akuntabilitas pemanfaatar
Kabupaten Bone

Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban tentang bagaimana
melaporkan keuangan dan bagaimana uang dibelanjakan.ini juga menjadi
kerangka kerja untuk meminta pertanggung jawaban dari pemerintah dan
kalangan yang terkait dengan anggaran negara baik itu secara moral,hukum dan

politik atas apa yang telah diberikan kepada masyarakat.Akuntabilitas
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pemanfaatan dana aspirasi seharusnya dapat menunjukkan apakah aktifitas
pelayanan terhadap apa yang telah diaspirasikan oleh masyarakat sudah berjalan
dan sesuai dengan mekanisme yang dianut oleh rakyat dan mampu
mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya.Sebagai pelayan

birokrasi semua pihak-pihak yang terkait dengan dana aspirasi pantasnya

sebuah keinginan konstituenya yang harus dibawa dan dibahas di rapat anggaran

APBD untuk diperjuangkan.karena semua penganggaran yang telah di
perjuangkan oleh anggota DPRD harus kembali dipertanggung jawabkan sejauh
mana pembanggunan itu yang sudah dialokasikan anggarannya oleh DPRD.

Berdasarkan teori David Hulme dan Mark Turney (Dalam Satriani,2014) ada 4
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alat ukur akuntabilitas yaitu keterbukaan,tanggung jawab,pemanfaatan sumber
daya yang memadai,dan peningkatan efesiensi dan efektifitas.
1. Keterbukaan

Keterbukaan merupakan transparansi yang berarti suatu keadaan yang

tidak tertutup, atau ditutupi, keadaan yang bebas dari kata rahasia sehingga semua

orang memiliki hak untuk mengetah#i. Keterbukaan menunjuk pada tidakan yang

memungkinkan suatu meSai mudah dimengerti dan tidak

‘,* PKA.Su 2 4)
5o \\\iﬂﬁh#%

1

‘l’ 'T‘Lg"‘lqld alt J_Tli J

diasingkan lagi

0 Sallg iuhkan dalam mengelola dana aspirasi
karena ini merupakan kelnglnan darl konstltuen kami,persepsi masyarakat
memang selalu beranggapan bahwa anggota dewan menguasai sepenuhnya
dana aspirasi,padahal tidak.dana aspirasi ini hanya diperjuangkan oleh
anggota dewan dan berusaha menyampaikan ke pemerintah karena apabila
anggota dewan juga menguasai dana siapa yang akan diawasi dan siapa
yang akan mengawas,setelah pemerintah menyetujui barulah dana ini
dikeluarkan untuk dikelola oleh kontraktor.Karena DPRD itu tidak
memiliki perusahaan dan pemanfaatan dana aspirasi ini terbuka untuk
siapa saja yang mau mengerjakan.dan kontraktor ini  harus
mentransparansikan jumlah dana yang dikelola dengan mendirikan papan
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proyek yang menjelaskan semua dana dan waktu pelaksaan proyek
tersebut” (Wawancara, SL, 5 Desember 2015).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Anggota DPRD hanya terbuka
kepada konstetuenya melalui pertemuan dalam artian Anggota DPRD hanya
menyampaikan apa yang telah diamanahkan oleh rakyat ke pemerintah dalam

rapat anggaran dan masalah dana jmereka tidak pernah menguasai apalagi

pflapat yang sama

I? ‘qﬂ’,\ okrat DPRD

ﬂ%:. "'ih.j?:nv: ,.r**\l'?‘
G P o

ﬂ 7

—

jalannya proyek.pemerintah sendiri yang memilih atau melakukan penunjukan
langsung ke pihak kontraktor yang akan menjalankan proyek apabila dana di
bawah 200 juta Rupiah.

Pendapat yang sama juga diutarakan oleh informan JY selaku kontraktor

dana aspirasi di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone.
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“yang mengerjakan proyek itu memang kontraktor dan yang harus terbuka
itu adalah kontraktor dan kami telah melakukan hal itu dengan memasang
papan proyek yang dimana papan proyek ini memaparkan jumlah dana
yang akan digunakan dan juga memuat waktu pelaksanaan proyek.
(Wawancara, JY, 11 Desember 2015).

Berdasarkan hasil wawancara diatas ,keterbukaan dana aspirasi di

Kecamatan Lappariaja selalu diawali dengan adanya pemasangan papan proyek

agar semua elemen masyara Jemerintahan mengetahui secara detalil dana
yang digunakan unt ol

uk pemib asyarakat. Hal yang berbeda
’/ P.:a MUH/:H \f#\ ihi,_riattang Kecamatan

disampaikan

mengiginkan a

benar percaya akan pema asi. Pendapat yang sama juga

disampaikan kepada AM selaku pelaksana tugas (PLT) Kepala Desa Sengeng
Palie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone.

“tidak ada keterbukaan yang saya dapatkan dari pemanfaatan dana aspirasi
ini mulai semenjak saya menjabat sebagai sekdes sampai PLT . karena
yang saya ketahui harus ada sepengetahuan dari pemerintah Desa sebelum
memulai mengerjakan proyek sebab ini merupakan daerah dari Desa yang
terkait” (Wawancara, AM, 12 Desember 2015).
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Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka penulis dapat menyimpulkan
bahwa pihak pemerintah desa tidak dilibatkan dalam pembangunan yang ada di
daerahnya sendiri, ini dibuktikan dengan tidak adanya laporan ke pemerintah desa
untuk melakukan pembangunan.hal ini tentu mengacu pada ketidakterbukaan
kontraktor ke pihak-pihak yang terkait tentang pemanfaatan dana aspirasi.
Kontraktor hanya melakukan pekerfadn, tanpa ada sepengetahuan kepala desa
setempat. Pendapat yang / \\ eh informan AP selaku tokoh
masyarakat /manta -l p‘a MUHAI '{if\' appariaja Kabupaten
Bone.Bahw& @P;KAS 44)#40

v
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daerah pun jug arasakan ketidakterbu jihak tertentu yang
mengelola dana aspirasi d ang terkait terkesan
hanya ingin melakuakan pencitraan ke masyarakat tanpa sepengetahuan
pemerintah daerah. Jadi dalam melakukan keterbukaan dalam pengelolaan dana
aspirasi ini belum berjalan dengan semestinya karena pihak yang melaksanakan

belum memberikan keterbukaan kemasyarakat hanya memperlihatkan papan

proyek dengan singkat. Hal senada juga diungkapkan oleh informan SN sebagai
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tokoh masyarakat Desa Sengeng Palie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone
mengatakan bahwa:

“Sebenarnya kami sangat mengharap keterbukaan yang jelas dari
pemerintah dan juga kontraktor tapi hal yang kami dapatkan malah
berbanding terbalik, kontraktor terkesan ingin merahasiakan pemanfaatan
dana aspirasi ini” (Wawancara, SN, 6 Desember 2015).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksan

= o
10an

J ) LS

?r \j‘ / ﬂ'n' i‘!‘l

berbudaya yang berarti seorang ini harus bersedia memikul beban perbuatan yang
disengaja maupun tidak disengaja.tanggung jawab juga merupakan kesadaran
manusia akan tingkah lakunya dan bersifat kodrati atau sudah menjadi bagian
kehidupan manusia,bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung
jawab.dan apabila ada yang tidak mau bertanggung jawab maka ada adri pihak

lain yang memaksa untuk bertanggung jawab.Berdasarkan hasil wawancara
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dengan informan SL yang merupakan wakil ketua komisi satu DPRD Kabupaten
bone dari daerah pemilihan Kecamatan Lappariaja menyatakan bahwa:

“Sangat Besar,tanggung jawabnya bisa jadi bermasalah hukum ketika
pelaksanaanya itu tidak sesuai dengan mekanisme yang ada,tidak sesuai
dengan anggaran yang ada dan lain sebagainya itu bisa berakibat fatal dan
bisa tidak terbayarkan,konsekuensinya adalah bisa di proses di rana hukum
karena sebelum di PHO (provisional hand over) harus ada tim yang turun
meninjau apakah betul-betul sesuai laporan dengan fakta di lapangan
apabila yang terbukti dilapdadan tidak sesuai maka kontraktor akan
diberikan konsekuensi sl \'-.-. tidak akan terbayarkan dan

awancara, SL, 5 Desember

setelah itu pemerintan-meimberikain-pelaksanaan kepada kontraktor jadi
yang terjun dilapangan itulah yang mengetahui dan harus bertanggung
jawab atas semua yang telah dikerjakan dan memang harus dipertanggung
jawabkan” (Wawancara, MA, 6 Desember 2015).

Jadi semua yang telah disampaikan oleh anggota dewan kepada
pemerintah selanjutnya pemerintah yang menunjuk langsung kepada kontraktor
untuk mengerjakan pembangunan dana aspirasi untuk kemudian dipertanggung

jawabkan kembali kepada pemerintah daerah. Seperti yang dikemukakan oleh SN
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selaku tokoh masyarakat Desa Sengeng Palie Kecamatan Lappariaja Kecamatan

Bone.Bahwa:

“Jelas yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah kontraktor,mereka
harus benar-benar memberikan pertanggung jawaban sepenuhnya kepada
pemerintah dengan hasil yang mereka telah kerjakan, yang saya ketahui
masalah dana aspirasi ini kontraktor memakai modal sendiri untuk
melaksanakan proyek dan apabila tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan
maka mereka tidak akan tefbayarkan” (Wawancara, SN, 6 Desember
2015).

Berdasarkan

‘f" /! proyek jadi

e esa begitu pula
o d‘v giu p

: K ﬁ" L _ "g-t' jan dari kepala desa
“ p{rrbv?. AKA ﬁ“ @P ii esember 2015).
K3 g FT an= enjelaskan bahwa

0 aRaldll G (NTOLaR dlala

-
Ll

kontraktor memang harus bertanggung jawab dengan semua yang berkaitan
dengan hal-hal dana aspirasi,informan juga menjelaskan bahwa dia harus
melaporkan semua perencanaan sampai perampungan proyek yang dia kerjakan
ke Kepala Desa setempat karena harus ada persetujuan dari pemerintah desa untuk

melaporkan hasil pengerjaan proyek dana aspirasi ke dinas yang terkait.
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Hal yang berbeda disampaikan oleh informan AP selaku tokoh
masyarakat/mantan kepala desa Sengeng palie Kecamatan Lappariaja Kabupaten

Bone.Bahwa:

“semenjak saya menjabat kepala desa saya selalu saja mendapatkan
kontraktor nakal,mereka seenaknya saja melakukan pembangunan di
daerah ini dengan menggunakan dana aspirasi tanpa sepengetahuan saya
terlebih dahulu. Setelah proyek mereka selesai dan sampai waktunya

Sengeng Palie mengatakan . Bahwa:

“saya sebagai masyarakat tentu ingin mengetahui apa dan siapa yang perlu
memberikan tanggung jawab terhadap pemanfaatan dana aspirasi ini,tapi
semua ini terkesan tertutup dan membuat kami merasa bingung seperti apa
prosedur yang harusnya dilakukan oleh pihak penyelenggara dana aspirasi
ini. Kalau memang yang harus bertanggung jawab adalah kontraktor
setidaknya kami diberikan informasi bahwa proses yang dilakukan itu
seperti prosedurnya” (Wawancara, RM, 8 Desember 2015).
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Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis dan disimpulkan
bahwa masyarakat benar-benar bingung tentang apa dan siapa yang harus
bertanggung jawab dengan pemanfaatan dana aspirasi ini. Terkesan tanggung
jawab ini saling dilemparkan tentang siapa pihak yang paling bertanggung jawab.
3.Pemanfaatan Sumber Daya Yang Memadai

Pemanfaatan Sumb memadai merupakan bagaimana
memanfaatkan yang ad: \f- ai tujuan,atau kemungkinan
mencapai keunt 1/"‘ ei..E' MUHJ-r— akan benda maupun

b i G © i manfaatan sumber

sudah seharusnya memanfaatkan sumber daya yang memadai misalnya,
dari non benda kami memanggil kalangan masyarakat yang memang
memiliki keahlian dalam hal bangunan misalnya tukang itu kami memakai
tukang yang ada di sekitaran lingkup wilayah proyek yang kami
kerjakan,bahkan ada hal menarik yang saya dapatkan di salah satu proyek
di mana proyek tersebut sudah jatuh tempo waktu pengerjaannya, jadi
kami kembali di berikan waktu oleh pemerintah perpanjangan waktu
denga konsekuensi membyar denda per harinya, masyarakat langsung
terjut dengan bergotong royong tanpa digaji membantu agar proyek ini
dapat selesai sesuai yang di inginkan. Dan masalah benda,berarti kami
menggunakan material yang ada di sekitar,seperti pasir kami memakai
pasir yang ada di sungai Walannae.jadi pemanfaatan sumber daya yang
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memadai memang benar-benar kami jalankan. (Wawancara, JY, 11
Desember 2015).

Berdasarkan hasil wawancara diatas ,kontraktor sudah menggunakan
sumber daya yang ada dan memadai untuk kelancaran berjalannya proyek dana

aspirasi untuk tujuan yang diinginkan bersama-sama dan mampu mempercepat

pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal yang juga sama disampaikan oleh

bangunan sudah dimanfaatkan demi memperlancar pemanfaatan dana aspirasi di
Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone. Hal ini tentunya menjadi sesuatu yang
baik untuk pemanfaatan dana aspirasi ini, sebab pemanfaatan sumber daya
memang sangat diperlukan dalam pengelolaan dana aspirasi ini dengan tujuan

mempercepat pembangunan di daerah.
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4. Peningkatan Efesiensi dan Efektifitas

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu
proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya
dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses
sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat.

Efektivitas adalah ukuran i pemenuhan output atau tujuan proses.
Semakin tinggi penca' \\: 0ses maka dikatakan proses

tersebut semakinp -‘ E\q M Ll H“ F\

fdengan perbaikan proses
asil wawancara
,«f.\-w en Bone.

50 am 'hal dana
en dai fpaikan aspirasi
asukanya

1 /bila di daerah
1 memperhatikan

2ka sudah memadai
dany emang diberi porsi
500 juta untuk tahtun-ange i namu porsi dan tidak bisa
kita kuasai seenaknya saja jadl kaml menggunakan dana itu sedetail
mungkin dalam program pembangunan setahun kedepannya. (Wawancara,

SL, 5 Desember 2015).
Berdasarkan hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa tingkat efesiensi
dan efektifitas pemanfaatan dana memang harus dilihat mulai dari penyampaian
aspirasi masyarakat sampai Anggota dewan menyuarakan dan menyampaikan ke

pemerintah karena tanpa peningkatan efesiensi dan aktifitas pemanfaatan dana
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aspirasi ini tidak bisa berjalan sesuai dengan semestinya.dan anggota dewan di
Kabupaten Bone masing-masing di berikan porsi dana 500 juta rupiah bukan
untuk dikuasai namun di hanya diperjuangkan jadi Anggota dewan harus
memikirkan efesiensi bagaimana menggunakan porsi itu selama 1 tahun untuk

pembangunan di daerah. Pendapat yang sama dismpaikan oleh infirman MA

selaku ketua fraksi Partai D
“kami selaku ane
: .f’

D Kabupaten Bone. Bahwa:

3 stmya melakukan efesiensi
< i selama setahun anggaran
asikan untuk perbaikan

an,berarti bagaimana
ami agar seluruh

b bl

asya q ada Ka dengan wakil kita di
DPRD dari dapil kita, dan saya salah satu tokoh masyarakat sering ikut
yang namanya reses,dimana temu antara anggota dewan dengan
masyarakat dan disitulah saya menyampaikan apa kebutuhan dari
masyarakat.tapi tentunya saya menyampaikan aspirasi ini ke Anggota
dewan dengan melihat apa yang akan dicapai di daerah ini,apakah benar-
benar bisa bermanfaat untuk kesejahtraan masyarakat di daerah tersebut”
(Wawancara, SN, 6 Desember 2015).

Berdasarkan hasil wawancara diatas tokoh masyarakat menjadi

penyambung antara keinginan masyarakat dengan apa yang harus di perjuangkan
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oleh anggota dewan,namun tokoh masyarakat juga yang harus benar-benar
memperhatikan peningkatan efesiensi dan efektifitas untuk penggunaan dana
aspirasi di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone. Hal yang sama disampaikan
oleh informan JY sebagai kontraktor dana aspirasi di Kecamatan Lappariaja

Kabupaten Bone. Bahwa:

penmgkatan efeswn31 dan efeltifitas perlu diperhatikan apalagi sebagai
adanya manfaat pembangunan
ak mungkin kami ditunjukkan
] cmiliki kegunaan. Masalah
q "ﬂ*f guhakan merupakan modal

-&4 4’
pr \'\mﬂﬁ'@f ,..

Dengan biaya yang digunakan kontraktor hanya dibawah 200 juta tentunya

membuat peningkatan efesiensi berjalan dengan semestinya karena pihak
pemerintah tidak akan menggantikan dana atau modal dari kontraktor apabila
kontraktor tidak dapat menunjukkan kelayakan terhadap bagunan tersebut dan
tentunya dengan waktu yang telah ditargetkan untuk perampungan pembangunan

yang dikerjakan oleh kontraktor.dana sebesar ini tentunya memiliki volume
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pembangunan yang sesuai kapasitasnya yang bisa di laksanakan dengan waktu

yang tepat dan hasil pembangunan yang memadai.

Uraian Akuntabilitas Pemanfaatan Dana Anggota DPRD Kabupaten Bone

e SL Wakil Ketua Komisi 1

Dapil Lappariaja.

D Kabupaten Bone

i Tahun Jumlah
NO Jenis Bangun nggaran Anggaran
(Rp)
1 f
Tribun 150.000.000,-
- 1aja o
2 &
00.000,-
3
.000.000,-
KeETagaric
4 0 =
1 00.000,-
5
3 o
F
JUMLA 00.000.000,-
i 5 =
e MA, ‘ e O
Jumlah
NO Jenis Bangunan Tujuan A-rfg;:rr;n Anggaran
Bangunan (Rp)
1 Jempo Desa
Rabat Beton Sengeng Palie 2015 100.000.000,-
Kec.Lappariaja
2 Desa Tenri
Pengairan Sawah Pakkua 2015 150.000.000,-
Kec.Lappariaja
JUMLAH 250.000.000,-
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C.Faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Pemanfaatan Dana
Aspirasi di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone

Akuntabilitas adalah suatu tuntunan moral tiap masyarakat untuk diberikan
pertanggungjawaban atas segala kewenangan yang telah mereka percayakan

kepada pelayanan publik,dengan mengharapkan kinerja kerja yang maksimal dan

mampu memberikan kepuasan atas pelayanan yang mereka terima.baik tidaknya

yang diselenggarakan selama 3 bulan sekali dengan anggota DPRD. Aspirasi di
sampaikan dan diperjuangkan dan membahas pada rapat APBD yang dibahas
setiap tahunnya. Seperti yang kita ketahui tugas dan wewenang anggota DPRD
untuk menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah,dan ada beberapa faktor

yang menghambat penyampaian aspirasi masyarakat yaitu anggota DPRD tidak
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menyampaikan aspirasi masyarakat tertentu karena bukan basis pendukung dari
anggota DPRD tersebut saat pemilihan, Seperti yang diutarakan oleh MA sebagai
ketua fraksi partai Demokrat kabupaten Bone, Bahwa:

“Faktor yang menghambat kami untuk mengawal dan menyampaikan
aspirasi masyarakat adalah di kalangan masyarakat itu bukan merupakan
basis kami waktu pemilihan dulu, itu bukan tanpa alasan karena kami
memiliki basis sendiri yang harus diperhatikan lebih dulu jadi bukan
berartl juga kami tldak aperhatikan mereka yang bukan orang

tuk menjadi wakil rakyat yang

mementingkan kelompok masyarakatyang-merupakan basis mereka dibandingkan

yang bukan basis mereka itu sendiri. Perlu adanya keseriusan dan kesadaran dari
semua pihak pelayanan publik dalam hal ini bahwa masyarakat itu haknya sama

dan memiliki wewenang untuk diperhatikan.
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2.Faktor Eksternal

Dalam pemanfaatan dana aspirasi masyarakat pada umumnya harus
mengetahui dan ikut serta dalam pemanfaatan dana aspirasi,mulai dari
perencanaan sampai selesainya pembangunan.namun beberapa masyarakat terlalu

apatis dengan apa yang dibuat oleh pelayanan publik seperti yang diutarakan oleh

PN T

T DE. attap apa yang harus

f' {E»‘J ;,.;#\- -"-rﬂ!&,ﬂ derig? pok masyarakat
47 e K celon g Gagal <1 e it

Ka n=merasa=malu apabila’ mereka juga ikut
menyampaikan aspirasi mereka kepada orang yang tidak di dukungnya
sendiri” (Wawancara, AH, 12 Desember 2015).

Berdasarkan hasil wawancara diatas,penulis dapat menyimpulkan baha ada
faktor dimana masyarakat yang bersikap apatis ini merupakan kelompok-

kelompok tertentu yang bukan pendukung dari anggota DPRD yang berhasil
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duduk di kursi dewan. Mereka terkesan malu apabila harus menyampaikan

aspirasi mereka kepada orang yang tidak di dukung waktu pemilu.




BAB V

PENUTUP

A.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan

beberapa indikator,dapat dltarlk k ahwa akuntabilitas pemanfaatan

en

dana aspirasi di ..-...-- MWiel Bone dapat dilihat dari
indikator berikut; /FS MUHAAf\\
Qf-’ \@\P KASSa ¥

il’ o patan Lappariaja
\\\:ﬂhhf//

- Eai l,_r I 1 (L .!?(‘UJ' A ';’_r {l" ‘ Ial dal’l
M.r r : f
. 1 -ws..h, : altl | dengan

- Sa

d. Peningkatan efesiensi dan efektifitas, yaitu adanya tujuan dan apa
manfaat yang akan diperoleh dalam pembangunan tersebut.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Pemanfaatan Dana

Aspirasi di Kecamatan Lappariaja diantaranya:

62
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a. Anggota dewan yang menyampaikan aspirasi ke pemerintah terkesan
mementingkan aspirasi yang di smpaikan oleh masyarakat yang hanya
memilih mereka di pemilu.

b. Masyarakat yang bukan basis pendukung bersikap apatis karena

merasa tersisihkan dengan orang yang menang dalam pemilu sehingga

o \\\‘ﬂhhf ! : a semua

R m e ey o

DPRD sehingga mereka tidak
lagi bermasa bodoh untuk menyampaikan aspirasi.begitu pula dengan
sebaliknya Anggota dewan yang terpilih seharusnya mampu bersikap

baik kepada semua elemen masyarakat tanpa ada pengecualian.
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